KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RATIUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJ UA
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RAPAT PENO RUTIN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

Menimbang - a. bahwa rapat pleno adalah forum tertinggi dalam
pengambilan keputusan Anggota KPU
Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

b. bahwa dalam melaksanakan prinsip profesional
sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 huruf d
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bertindak
berdasarkan standar operasional prosedur dan
subtansi profesi administrasi Pemilu dan
Pemilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sabu Raijua tentang Standar
Operasional Prosedur Rapat Pleno Rutin di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sabu Raijua;

Mengingat...

jdih.kpu.go.id/ntt/saburaijua



Mengingat

1.

o=

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 784)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

Peraturan...

jdih.kpu.go.id/ntt/saburaijua



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KEEMPAT

Salinan sesuai dengan aslinya

=

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236);

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sabu Raijua Nomor 34/PK.01-BA/5320/2022

tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sabu Raijua tanggal 23 Juni 2022;

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR RAPAT PLENO RUTIN DI
LINGKUNGAN  KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA.
Menetapkan Standar Operasional Prosedur Rapat
Pleno Rutin di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana terlampir
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Standar  Operasional Prosedur sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU merupakan
Pedoman dalam Rapat Pleno Rutin di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Seba
Pada tanggal 23 Juni 2022

SEKRFT!:EE’*{KDMISI PEMILIHAN UMUM  gpria KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.
ALPIUS P. SABA

jdih.kpu.go.id/ntt/saburaijua



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR RAPAT PLENO RUTIN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

STANDAR OPERASIONAL RAPAT PLENO RUTIN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

jdih.kpu.go.id/ntt/saburaijua



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 10
STANDAR OPERASIONAL PESTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RAPAT
“ PENO RUTIN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SABU RAIJUA

2022
SEBA

jdih.kpu.go.id/ntt/saburaijua



NOMOR SOF

10

TANGOAL PENGESAHAN 23 JUNI 2022
DISAHEAN OLEH KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RALIUA,
thel.

ALFIUS P. SABA

‘m&ﬂ?

DASAR HUEUM

KUALIFIEASI PELAKSANA

Undang Undang Nemaor 7 Tahun 2017 tentang Pemiliban Umum;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1| Tahun 2012 tentang
Pedoman  Pelaksanaan Keprotokolan di  Lingkungan Komisi
Pemilihan Umuem;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Noemor 8§ Tahun 201%

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan i dan Tata Kera Seloretaring
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Provinsi, dan Sekretnriat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota,

4.

1. Pendidikan minimal Sarjan;
2. Disiplin Wakiu dan Ketelitinn dalam administrasi terkait persidangan;
dan

3. Memahami Tata Naskah Dinas, Klasifilkasi Kode, Kearsipan, dan
Persidangan.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGEKAPAN
Keprotokolan dan persidangan uku Agenda, ATK, Peralatan Komputer/Laptop, Scanner, Jaringan|
lnmhnmmmmmmmﬂm.
FERINGATAR PERCATATAN DAN FENDATAAN
Jika pengelolaan Rapat Pleno Rutin kurang optimal maka akan|], Buku Agenda Surat Keluar,
mengganggy komunikasi kelembagasn dan kelancaran pelaksanaan|, Hotula £
kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Reapuat. pleno;
3 Berita Acara;
4  Daftar Hadir; dan
5__Dokumentasi.

jdih.kpu.go.id/ntt/saburaijua
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1.

PENGESAHAN

Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana
struktur organisasi yang telah ditetapkan.

Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan /revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur ini.

Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.

Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar
Operasional Prosedur ini batal seluruhnva.

Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Rapat Pleno Rutin tersebut maka Standar

Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Seba

Salinan sesuai dengan aslinya Pada tanggal 23 Juni 2022

MK,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

ALPIUS P. SABA

jdih.kpu.go.id/ntt/saburaijua




